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TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

-

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
29 BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi
penyusunan rencana kebutuhan anggaran program
dan kegiatan berdasarkan pendekatan prestasi kerja,
perlu diatur standar satuan harga agar pendanaan
suatu program dan kegiatan dapat dilakukan secara
efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran
berdasarkan prestasi kerja dilakukan antara lain
berdasarkan dengan menetapkan standar satuan
harga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
~ dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
" menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya

Umum Tahun Anggaran 2018,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4176);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;
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10. Peraturan Menteri/
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016
tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara;

11.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor
4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2016 Nomor 4);

12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga
satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk
menghasilkan komponen keluaran (output) dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

(1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 berfungsi
sebagai pedoman SKPK untuk menyusun biaya
komponen kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
berbasis kinerja.

(2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan batas tertinggi dan tidak dapat
dilampaui.

(3) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang ffw
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. .
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 3! Agustus 2017 M
09 Dauthijjah 1438 H

/ BUPATI ACEH TAMIM

- M S
! ¢
Diundangkan di Karang Baru % < HAMDAN SATI

pada tanggal, 31 Agustus 2017 M
09 Daulhijjgh 1438 H

. — ==— SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAE KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017 NOMOR 15



